
GUBERNT'R RIAU
PER"*TURAN GUBERilUR RIAU

NOMOR  TAHUN 2O2].

'ERUBAHAN 
Art! 

"ERAru*fif[ffifiNuR NoMoR 6s ?AHUN 2o2oTENTANG PEDOMAN PERJALAIIiIAIT DINAS YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PEIYDAPATAN DAN BELAIIJA DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang

DENGAN RAHMAT I'UHAIT YAI{G MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

: a. bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan
anggaran beianja daerah untuk perjatanari-dinas,
maka ketentuan mengenai perjaranan dinas pertu
dilakukan penyesuaian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf af perlu meietapkan peraturan
Gubernur t,entang perubahan Atas peraturan
Gubernur Nomor 6s rahun 2o2o tentang pedoman
Pery'alanan Dinas yang Bersumber dari- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau;

: 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun I94S;

2. undang-undang Nomor 6L Tahun 19sg tentang
Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra
Tingkat I surnatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lgST Nomor TS!
Sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun lgSB Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I6a6l;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aL86);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Irmbaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor OO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoor|'

5. Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Iyomor 1S Tahun 20lg
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tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 12Tahun 20ll tentang pembentukan" peraturan
_Perundang-1n$angan _ (Lembaran Negara RepublikIndonesia irahun 2org Nomor rg?, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 639g);

6' undang-undang Nomor 2s Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan 

, Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2aH Nomor z+4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia irro*o, ssgz)sebagaimana terah diubah beberapa kaii terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang
Perubahaa kedua atas undang-undang Nomor 23Tahun 2014 lentang pemerintarran naerJh (Lembaran
Irgql" Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,Tambahan i-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2a19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 |;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2o2o tentang sta'dar Harga satuan Regiona-l
{Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zozo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57);

Menetapkan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 13/PMK .OS /z}n tentang perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak retap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2An Nomor 67Sl;

10. Peraturan Me:nteri Daiam Negeri Nomor B0 Tahun 2}ls
tentang Pemtrentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20IS Nomor 2036|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negerri Nomor 12O Tahun 2OIg tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2AI9 Xlomor 1571;

MEMITTUSI{AN:

PERATURAN GUBERI{UR TENTANG PERUBAHAIT ATAS
PERATURAN GT'BERIYUR NOMOR 65 TAHUN 2O2A
TENTANG PEDOMAN PERJALAITA1V DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BETAIIIJA DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau
Nomor 65 Tahun 2O2O tentang Pedoman Perjalanan Dinas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau {Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2O2A Nomor 66), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan ayat (s) huruf c dan ayat (13) pasal 4diubah, dan . diantara ayat (10) 
- dan iyat {11)disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a) iehingga

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

{1} Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud daram
Pasa-l 3 meliputi:

a. Peq'alanan dinas Luar Daerah merupakan
perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju di luar provinsi Riau dan
kembali ke tempat kedudukan semula;

b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan
perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula dalam wilayah provinsi
Riau;

c. Pe4'a}.anan dinas lokal dari UpTD/Cabang
Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota
ke drl1- wilayah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan; dan

d. Perjalanan dinas dalam kota.
(21 Peq'alanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
Daeruh/ Unit Kerja.

b. mengikuti rapat, seminar, workshop,
bimbi.ngan teknis, sosialisasi, kursus,
pameran, promosi, perlombaan, pertandingan
dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat
keterangan dokter karena mendapat cedera
pada waktu/karena melakukan tugas.

e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara
Diplorrra/S1/S2lS3, hanya untuk 1 (satu) kali
keberangkatan.

f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas yaleg bersifat kunjungan kery'a
dan studi banding dilakukan dalam hal :

a. adanya peraturan baru yang akan
diimplementasikan oleh daerah;

b. untuk peningkatan pelayanarl publik;

c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
dan

d. menghasilkan suatu produk/output sebagai
pedornan dalam
pemerintahatr daerah.

penyelenggaraan
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(+l Perjalanan dinas ruar daerah sebagaimana
dimaksud. pada ayat t1) huruf a dalarn-rangka
konsultasi, koordinasi ke Kementeri anf Lembaga
atau In.stansi pemerintah terkait dilaksanakan
secara selektif maksimal g (tiga) orang dengan
mempertimbangkan azas kewajaran dan
kepatutan dan maksimal 3 {tiga) hari.

(5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja
atau sturdi landing sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara kolektif maksimal s
{lima} orang selama 3 (tiga) hari.

(6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan
untuk rnelakukan kegiatan MonitoringT supervisi/
Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai
dengan 80 {derapan puluh) kilomeier dari balas
kota dibatasi maksimar 2 (dua) hari dan untuk
jarck ieb,ih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga)
hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.

{7} Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah
dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka
sebelum melakukan perjalanan dinas harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Pengguna Anggaran lKpA dan memperhatikan
azas kepatutan dan kewaja-ran.

(8) Tenaga Kontrak /Tenaga Teknis dapat merakukan
perjalanan dinag sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dalam hal:
a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalamrangka penjenjangan, sertifikasi dan

akreditasi;

b. Melakukan kegiatan pembahasan dokumen
perenca.naan dan pengelolaan keuangan
bersama dengan kementerian terkait;

c. Melakukan peliputan atau pendampingan
kegiatan Gubernu r / W ak<rl Gubernur/ pimpinan
DPRD/Anggota DpRD/ Sekretaris Daerah;

d. Tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan
pe{alanan dinas yang dinyatakan d.engan
surat pernyataan Kepala perangkat Daerah,
dengan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran I.B dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(9) Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan
pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
{8) huruf c dibatasi maksimal 5 (lima} orang.

(10) Perja-larralr dinas sebagaimana dimaksud pada
?yat {8} dilakukan berdasarkan usulan Kepala
Perangke.t Daerdt/Kepala Biro untuk mend,apat
persetujuanlizin tertulis Sekretaris Daerah,
dengan fbrmat sebagaimana tercantum pada
Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tldak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(lOa) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf c dilakukan berdasarkan usulan
sekretaris DPRD dal mendapat persetujuan/izin
tertulis dari pimpinan DPRD, dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(11) PPPK dapat melakukan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
persetujuan Pengguna Anggaran.

{12) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas
Kehumasan dan Keprotokclan dalam hal
mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif
dengan persetujuan dari pengguna Anggaran/KpA
dan memperh atikan azas kepatutan dan
kewajaran.

(13) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi
atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan
dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat
diberikan perjalanan dinas berdasarkan
persetujuan Sekretaris Daerah dalam bentuk
disposisi dengan format sebagaimana tercantum
pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(1a) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang
telah menerima hibah dari pemerintah provinsi
dapat diberikan perjalanan Dinas sepanjang
kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan
atau penggunaan dana hibah.

{15} Forum Ksmunikasi pimpinan Daerah (ForkopimdaJ
dan Polisi Jalan Raya (pJR) dapat diberikan
perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi atau urusan pemerintah provinsi
dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi
masing-masing ke pemerintah provinsi melalui
Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak
dianggarkan pada instansi masing-masing.

2. Ketentuan ayat {21 huruf a angka 4, ayat (3} huruf a
angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2
Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (21 dan ayat (3)
disisipkan 1 {satu) ayat yakni ayat (2al sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ?

(1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah
pejabat yang berwenang dan tertuang dajam SpT
yang dilengkapi dengan rencana biaya perjatanan
Dinas.

(21 SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan,
Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau
ditandatangani oleh:
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Untuk SPT.

1. Gubernur dal Wakil Gubemur,
ditandatangani oleh Gubemur.

2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh
Gubernur atau Wakil Gubernur.

3. Pimpinan DPRD dal Anggota DPRD,

ditandatangani oleh Ketua DPRD atau
Pimpinan DPRD.

4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur
Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi,
ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur

5. Jabatan Adminisbator/Eselon lll, Jabatan
Pengawas/Esselon IV, PNS Non Strukhrra-l,
PPPk, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan
Organisasi atau Kelompok Masyarakat
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

6. Pada UPTD/Cabalg Dinas Yang
berkedudukan di Kabupaten/ Kota untuk
melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah,
ditandatangani oleh Kepa-1a UITD/Cabang
Dinas.

7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT

luar daerah ditardatangani oleh Pengguna
Anggaian atas izin tertulis Sekretaris
Daerah/pimpinan DPRD darl SPI Daiarn
Daerah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

b. Untuk SPPD.

1. Gubernur, Watil Gubernur, ditaldatangani
oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

2. Sekreta:ris Daerah, ditandatalgani oleh
Sekretaris Daerah.

3. Pimpinan dan Anggota DPRD,
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau
Sekretaris DPRD.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon
IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan
selaku Kepala Perangkat Daerah.

5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan
Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK'
Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat,
Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau
Kelompok Masyaratat, ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran atau KPA.

6. Pada UP|D/ Cabang Dinas Yang
berkedudukart di Kabupaten/ Kota untuk
melakukan Perjalanal Dinas dalam daera!'
ditandatansani oleh KPA.
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t2al Khusus untuk kegiatan pengawasan (pemeriksaan
dan ncfn pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Pgnandatanganan SPf dan SppD di tandatangani
oleh:

a. Untuk SPT.

1. Inspektur Daerah, ditandatangani sleh
Inspektur Daerah.

2. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan
Pengawas/Esselon IV, pNS Non Struktural,
PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis
ditandatangani oleh pengguna Anggaran.

b. Untuk SPPD.

1. Inspektur Daerah ditandatangani oleh yang
bersangkutan selaku Kepala perangkat
Daerah.

2. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan
Pengawas/Iv, PNS Non Struktural, pppK,
Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis
ditandatangani oleh pengguna Anggaran
atau KPA.

Penandatanganan SPT dan SppD di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangani
oleh:

a. Untuk SPT.

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala
Biro ditandatangani oleh Gubernur itau
Wakil Gubernur.

2. Pejabat Administrator, pejabat pengawas,
PIYS Non Struktural, pppK, Masyarakat,
Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau
Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh
Asisten yang membidanginya.

3. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Spf
luar daerah ditandatangani oleh KpA atas
izin tertulis Sekretaris Daerah dan SpT
Dalam Daerah ditandatangani oleh KpA.

b. Untuk SPPD.

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala
Biro ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.

2. Pejabat Administrator, Pejabat pengawas,
PNS Non Struktural, pppK, Tenaga
Kontrak / Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh
Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok
Masyarakat, ditandatangani oleh KpA.

c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada
Biro Umum, SPT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atau Asiiten
Administrasi Umum.
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(4) Penandatanganan spt dan sppD untuk Forum
Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan
Polisi Jalan Raya {pJR) di tandatanganl oleh:
a. Untuk SpT.

1. Forum Komunikasi pimpinan Daerah
{folkgnimda}, ditandatangani Gubernur/
Wakil Gubernur.

2. polisi Jalan Raya (pJR), ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah.

b. Untuk SppD.
1. lrorum Komunikasi pimpinan Daerah

(Forkopimda) ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.

2. polisi Jalan Raya {pJR}, ditandatangani
oleh Asisten Administrasi Umum.

(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayar (21 dart
ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal_hal
sebagai. berikut:
a, pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan ayat {3} huruf b dar' ayat f,14] pasal 10
diubah, diantara ayat {1a) dan ayat } 5j disisipkan 1

{satu} ayat yakni ayat (I4al, diantara ayat (1g} dan ayat
(19) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (lSa) sehingga
Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O

(U Biaya P,erjalanan Dinas terdiri atas komponen-
komponen sebagai berikut :

a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. biaya taksi;
f. sewa kendaraan.

{21 Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan uang makan, uang transport
lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumsump
serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan.
Biaya transport dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b terdiri dari :

a. Pe{alanan Dinas Dalam Daerah :

Biaya transport dari tempat kedudukan
sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan
couD-19.

(3)
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(4| Besaran biayauesaran biaya transport sebagaimana dimaksud
pada ayar (3) merupakan estimasi atau prakiraan
besaran biaya yang dapat dilampaui d.n**dilampaui dengan
mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan
alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi
dan efektifitas.

(5) Pelampauan besaran biaya transport
sebagaimana dimaksud ayat ( ) dibebankan pada
anggaran biaya tralsport yang tersedia.

(6) Biaya pengin-apan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf c merupakan biaya yang diperlukan
untuk nnenginap :

a. di hotel; atau
b. diternpat menginap lainnya.

(71 Biaya prenginapan sebagaimana dimaksud pada
lyat {6} untuk Ajudan GubernurTWat<it
Gubernur/Pimpinan DpRD/sekretaris Daeratr
dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif
terendah pada hotel/penginapan Gubernu r / w akil
Gubernur/Pimpinan DpRD/Sekretaris Daerah
dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari
standar biaya penginapan yang diatui- dalam
Peraturein Gubernur ini.

(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat {61 merupakan batas tertinggi besaran biaya
yang tidak dapat dilampaui.

(9) Dalam hal Pelaksana SppD tidak menggunakan
biaya penginapan sebagaimana dimat<iuO pad,a
ayat (5), berlaku ketentuan:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan
sebesar 3O"/o {tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat t1l huruf d, hanya diberikan kepada
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta
Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perl'alanan
Dinas ja.batan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar
daerah yang merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor /
tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan/
terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara
/pelabutran/terminal/stasiun tujuan menuju
tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.



(12) Aqabila bukti _pengeluaran untuk biaya taksiseba6aimana dimak$ud pada ayf,t fif tl0ak

{tt:191.[ t4r petaks.?nl sppD melampirkanDaftar Pengeluaran

(13) Untuk keperluan 
- 
pelaksan tugas ditempattrjy*, sewa kenddraan seuagaim;"n; aimaksiidpadl ayat (1) huruf f dapat dibe?tan GoLA.,a. Gubernur/wakil Gbbernur aan '-pimpinan

DPRD.
b. Sekreiaris Daerah dan Anggota DpRD.

(14) Dalam hal_ perjalanan Dinas dalam daerahdilakukm d?.1rg"* mgrlegunakan ;;bil priuali
atau dinas, diberikan biayl b?t * bakar miny"t(BFM) g:P."93. .pengganti biaya 

- -#*"portasi
sebesar TSo/o (tujuf putun Hma prit.rf, f.r"."y a*i
lang transportasi sebagaimana diatur aaU*
Peratureu: Gubernur ini;

(laa) Pul* hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan
{g"gq1r :menggunakan mobil pribadi 

"t*" dinas,diberikan biaya bahan bak;r minyat< (BBMj
sebagai pengganti biaya transportasi s"ebesar 7solo(tujuh puluh .lima 

-putu! 
persgn) Oari ,#g

transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan
Gubernur ini.

(15) Palam hal Perjalanan Dinas lanjutan dari Ibukota
Kabupaten ke Kecamatan/Deja dengan waktu
tempgh perjalanan darat lebih dari l-(satu) jam
atau har's menggunakan transportasi iain irdpat
dibayarkan uang transpotasi 'secara ,iit .i",dilengkapi - dengan surat pernyataan
l*gglgia.yab ryutlak yang disetujui oleh kepata
Perangkat Daerah;

(16) Dalam hal .qdanya _perjalanan Dinas lanjutanyalg disebabkan adanya perintah tugas 
-baru

sebelum berakhirnya Ogrintafr tugas se6elumnya
dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal; 

-

(17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan
qg.bag"igurna dimaksud pada ayat - (16)
dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
a. Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara

lumsump;
b. Biaya Penginapan dan biaya transportasi

dibayarkan secara at cost;
c. Biaya taksi dibayarkan apabila tempat

kedud.ukannya berbeda.
(18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam

kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi
Riau, rnerupakan pengganti uang tfansport dalam
melaksamakan tugas kedinasan di wilayah
Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang
berwenang;

(18a) Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan biaya yang dibayarkan secara riil
selama dipersyaratkan oleh pemerintah/
Petnerinfnh TJacroh

- l0-

SFffo"nsiawaban

riil dalam bentuk SuratMutlak dari pelaksana



- 1l -

(19) Format Rincian Biaya perjalanan Dinassebagaimana tercantum paaa- L-,imprran I.F danmerupakan bagian y.alg-tidak terpisatrt<an dariPeraturan Gubernur im.

4, Diantara pasal 23 dan pasal 24 _disisipkan 1 {satu}Pasal y.ek"i. pasal 2gA, sehingga pasat-?ie Urrtu"#sebagai berikut

Pasal 23A

Pada saat peraturan Gubernur ini murai berlaku:
a. Feraturan Gubernur Riau Nsneor B Tahun 2oLg

Frt"t g pedoman perjalanan Dinas y*g
Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan
Petanja. Daerah proviilsi Riau F;fit Daerah
Provinsi Riau Tahun ZOlg Nomor g);Aan

b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2olg
terrtamg peiubnhan Atas peratufan Gubei:rur Riau
Nomor 3 Tahun 2or9 tentang pedoman rerjaranan
Dinas Yang Rersumber Dari 4qgg"r.n eendapatan
D,in Belaurja Dagrah provinsi nlru perita Daereil:
Provinsi lRiau Tahun 2OLg Nomor 54);

dicabut dan dinyatakan tidak berlakr:.

5. Ketentuan . Lampiran. II diubah sebagaimana
tercantum d"lqp r-ampiran II dan merupakai bagan
yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur iii.

6. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
maka lampinan II perahrran Gubernur Nomor 65
Tahun 2O2O l"qt"ttg pedoman pedalanan Dinas yang
Bersumb"r q"rl 4lsgamn pendapatan dan Befanji
Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tid;k
berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di
pada t"ttgg"l 

YAMSUAR
Diundanskan di Pekanbaru
pada trnEg"
PIh. SEKRET. ROVIilSI RIAU,

KAS*fY
BERITA DAERAH. PROVINSI RIAU TAHUN 2o2L NoMoR :
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t2

LAMPIRAN I : PERATURAN G
NOMOR Tqhun Aolf
TANGGAL :WMat&20,.1

SURAT IZTN PI!fiPI}VAH DPRD PROVINSI RIAU
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN / TZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

DPRD

MEMBERI IZIN

Kontrak/Tenaga Teknis dibawah ini untuk melaksanakan perjalanan

Dasar : a.

Kepada Tenaga
Dinas :

1. Nama
Jabatan
Unit Organisasi
Maksud Peq'alanan Dinas
Tempat Tujuan
Waktu Perjalanan Dinas

2. Dst. (14)

Petunjuk
(1) Diisi
(2J Diisi
i3i Diisi
{41 Diisi
(s] Diisi
(6) Diisi
{71 Diisi
(8) Diisi nama Pelaksana
(9) Diisi jabatan Pelaksana

,.....s.d

(8)
(e)
(10)
(1 1)

{L2l
(13)

Ditetapkan di..... .......... (1S)
Pada tanggal.. ........ (161

PIMPINAN DPRD

NAMA. .(r7)

Pengisian Format Surat Izin Perjalanan Dinas :
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(10) Diisi nama Unit Kerja pelaksana
(11) Diisi
(12) Diisi
{13} Diisi
{1a) Diisi

{1!l 91iri tempat ditandatangani surat rzin I persetujuan

l19l P1it1 tanggal, bulan, oan tatrun-ditandatangani surat rzin /persetujuan(17) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat [enerbit surat 
'rzin 

/ persetujuan.

rtrnv

Admin
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LAMF'IRAN II: PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

GU

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PER.JALANAIV DINAS LUAR DAERAH

NO URAIAN SA,TUAN LUAR DAERAH DIKLAT

I Aceh OH 360,000 110,000
2 Sumatera Utara OH 370,000 110,000
e Riau OH 370,000 110,000
4 Kepulauan Riau OH 370,000 110,000
5 Jambi OH 370,000 110,000
6 Sumatera Barat OH 380,000 110,000

Sumatera Selatan OH 380,000 110,000
8 Lampung OH 380,000 110,000
9 Bengkulu OH 380,000 110,000
10 Bangka Belitung OH 410,000 120,000
11IA Banten OH 370,000 110,000
t2 Jawa Barat ,OH 430,000 130,000
13 D.K.I. Jakarta rOH 53o,Ooo 160,000
14 Jawa Tengah rcH 370,000 110,000
15 D.I. Yograkarta tf,H 42O,OOO 130,000
I6 Jawa Timur (fH 410,000 120,000
17 Bali ()H 480,000 140,000
18 Nusa Tenggara Barat ()H 440,000 130,000
19 Nusa Tenggara Timur OH 430,000 130,000
20 Kalimantarr Barat OH 380,000 110,000
2t kalimantarr Tengah OH 360,000 110,000
22 Kalimantan Selatan OH 380,000 110,000
ZJ Kalimantan Timur OH 430,000 130,000
24 Kalimantan Utara OH 430,000 130,000
25 Sulawesi Utara OH 370,000 110,000
26 Gorontalo OH 370,000 110,000
27 Sulawesi Barat OH 410,000 120,000
28 Sulawesi Selatan OH 430,000 130,000
29 Sulawesi Tengah OH 370,000 110,000
30 Sulawesi Tenggara OH 380,000 110,000
?1 Maluku OH 380,000 110,000
32 Maluku Utara OH 430,000 130,000

Papua OH 580,000 170,000
34 Papua Barat OH 480,000 140,000
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2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJAI.ANAN DINAS LUAR DAERAH

N0, PROVII{sI SATUAN

TARIF HOTEI,

KEPAIA

DAERAH /
PIMPII{AIT DPRI}

PB'ABAT FIIELOI{
I

AI{GOOTA

DPRD/
PE.TABAT
ESEI,Oil il

P&IABAT
ESELON III/
.'FU & JFT

GOLONGAN IV

PE.HBAT

ESETOT{ W/
.tFu &.tFT
GOLONGAN

III

JFU & JFT
SOLOITGAIY

rl$

ODOTUUU--3oroo
lUDN OH 4,420,000 3,888,889 3,526,000 r,294,OOO 556,00(JUMATERA UTAM OH 4,960,000 2,907,4Q7 1,518,O00 1, r00,0o0? RIAU OH 3,820,000 3,520,000 3,1 19,000 r,650,000 8s2,000KEPULAUAN RIAU OH 4,27s,OOO 3,569,500 r,854,000 1,037,000 792,00t 792,OOO5 JAMBI OH 4,000,000 3,54937a 3,337,000 1,2L2,OOO 580.00c 580,O00

6s0-"ooo
6 ]UMATERA BARAT OH 5,236,000 3,530,000 3,332,000 r,353,000
7 JUMATERA SELATAN OH 5,850,000 3,433,712 3,083,000 1,571,000 861.00c 86i,0008 OH 4,491,000 3,O75,467 2,067,OOO 1,140,000 580,0009 KULU OH 2,071,000 1,800,834 1,628,000 1,546,000 630,00( 630,00010 BANGKA BELITUNG OH 3,827,OOO 3,680,000 2,838,000 1,957.000 622,00( 622,OOOBANTEN OH 5,725,000 3,488,889 2,373,OOO 1,000,000 718,000]AWA BARAT 5,381,000 3,6s5,524 2,755,000 r,006,000 570,000 570,000D.K.I. JAKARIA OH 5,8s0,000 2,s00,000 1,490,000 992,Q00 730,000 730,000JAWATENGAH OH 4,242,OOO 2,577,77a r,480,000 954,000 600,000 600,000

OH 5,0i7,000 3,543,200 2,69s,000 1,384,O00 845,000 845,000IAWA TIMUR OH 4,400,000 2,906,904 1,605,000 r,076.000 664,000 664,00017 BALI OH 4,890,000 3,122,969 i,946,000 990,000 9i0,000 910,000l8 NUSA TENCCARA BARAT OH 3,500,000 3,349,819 2,648,000 1,4 18,000 580,000 580,00019 NUSA TENCCARA TIMUR OH 3,000,000 2,200,oo0 1,493,000 1,355,000 550,000 550,00020 KALIMANTAN BARAT OH 2,6s4:ooo 1,942,222 1,538,000 t,125,000 538,000 538,0002t SLIMANTAN TENCAH OH 4,901,000 3,760,000 3,391,000 r,160,000 659,000 6s9,00022 OH 4,797,OOO 4,333,333 3,316,000 1,500,000 540,000 s40,00023 ALIMANTAN TIMUR OH 4,OO0,000 3,190,786 2,188,000 1,507,OO0 804,000 804,00024 KALIMANTAN UTARA OH 4,000,000 2,726,043 2,188,000 1,507,000 804,000 804,00025 SULAWESI UTARA OH 4,919,000 2,72a,889 2,290,OOO 924,OOQ 742,Q00 7A2,OOQ26 SORONTALO OH 4,168,000 3,r37,77A 2,549,OOQ 1,431,OO0 764,OOO 764,QQ927 SULAWESI BAMT OH 4,o76,boo 3,000,000 2,581,000 r,075,000 704,OOO 704,00028 SULAWESI SELATAN OH 4,82O,OOO 2.680.121 1,550,000 r,020,000 732,O00 732.OOO29 JULAWESI TENGAH OH 2,309,000 2, r09,000 2,027,O0O 1,567,000 951,00030 JULAWESI TENGGAM OH 2,475,000 2,218,500 2,059,000 r,297,OOO 786,000 786,000
31 \,IALUKU OH 3,467,000 3,267,000 3,240,000 1,048,000 .000

\,IALUKU UTARA OH 3,440,000 3,140,000 3,175,000 1,073,000 600,000 600,000
OH 3,859,000 3,628,444 3,3 18,000 2,52r,000 829,000 829.000r+l OH e,szz,ooof 3.628.444 3,2L2,OOO 2,056,000 7 18,000 7r8,000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJAI.ANAN DINAS DAIAM DAERAH

PE. AAAT
rsELoN lv/
JFU &.n:r
GOLONGAIT

UI

4, SATUAN BIAYA UAITG REPRESIEIYTASI PERJALANAIT DINAS

NO URAIAN
UAIIG REPRESTENTAT'I

SATUAN LUAR DAERAH DATAM DAERAH

cubemur/Wakil Gubemur/
PimDinAh DPRD/Anoo fa nPPD OH 250,000 125,000

2 Dselon I OH 200.000 100.000
Eselon II OH 150.000 75.000

! SATUAN BIAYA UATYG HARIAN PER.'ALANATY DALAM KOTA P,ADA OPD BADIIN PEMIIUBITNG PDMERIIvTAII rRoVINSIo' 
RrAU

NO URAIAN SATUAIiI SATUAIT TARIF

I
Eselon III.Eselon IV, Non Eselon
dan Tenaga Kontrak/Tenaga Teknrs OH OH 400,000



6. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT {PPI KE KABUPATEN/KOTA

NO

1

2
3

KABUPATEN/KOTA TUJU.AN SATUAN TARIF DARI
PEKANBARU

trrqragln Hulr
Indraeiri Hulu
Kampar

OK 450,000
OK 375.000
OK 250,000

T
5
E
7
8
9

10
11

a

Kuantan Singingi
OK 400.000rerarawan

Rokan Hilir
OK 250.000
OK 475.000

Siak
Dumai
KePula -
B.neka -

< __

reKa-nbaru

OK 400,000
OK 37s,000
OK 450.000
OK 600,000
OK 600.000
OK 175.000

7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (plll KE IBUKOTA PROVTNST WILAYAH

NO IBUKOTA PROVINSI TUJUAN SATUAN TARIF DARI
PEI{ANBARU

1 Banda Aceh OK 1,200,000
?
3

Medan OK 800.000
raqang OK 600.000

4 Jambi OK 600.000
5 FaremDang OK 900.000
6 Bengkulu OK 900.000
7 Bandar Lampung OK 1, i00,000

8. TARrF UANG TRANSPORTAST UDARA (Ppl

NO KOTA TUJUAN SATUAN
TARIF

BISNIS EKONOMI
a Ambon OK 18,969,000 10,097,000
2 Balikpapan OK 10,996,000 5,423,000
3 Banda Aceh OK 13,102,000 7,508,000
4 Bandar Lampung OK 6,4g2,OOO 3.433.000
5 Bandung OK 6,525,000 3.701.000
6 Banjarmasin OK 9,049,000 4,696,000
7 Batam OK 8,707,000 4,599,000
R. Bengkulu OK 9,947,OOO 5,637,000
9 Biak OK 16,985,000 8,781,000
10 Denpasar OK 9,092,000 4,942,OOO
1i Gorontalo OK 72,814,OOO 7,g4O,OOO
T2 Jakarta OK 5,583,000 3,016,000
13 Jambi OK 9,648,000 5,476,OOO
T4 Jayapura OK 17,435,000 9,380,000
i5 Yograkarta OK 8,022,000 4,054,000
l6 Kendari OK 11,220,OOO 5,776,OOO
L7 Kupang OK 14,996,000 8.097.000
i8 Makassar OK t3,o27,OOO 6,845,000
t9 Malang OK 8,461,000 4,439,OOO
20 Mamuiu OK L2,878,OOO 7,883,000
2I Manado OK 14,055,000 6,599,000
22 Manokwari OK 21,809,000 13,840,000
23 Mataram OK 9,102,000 4.909.000
24 Medan OK 12,835,000 6,824,OO0
25 Padang OK 1 1, 1 13,000 5,968,000
26 Palangkarava OK 8,803,000 4,696,OOO
27 Palembang OK 9.444.OOO 5,2g4,ooo
28 Palu OK 14,931,000 8,129,000
29 Pangkal Pinang OK 7,391,000 3,936,000
30 Pontianak OK 8,247,000 4,514,000
31 Semarang OK 7,797,00A 3,979,000
32 Solo OK 7,797,00a 4,1 19,000
33 Surabaya OK 9,241,000 4,407,O00
34 Ternate OK 15,584,000 9,680,000
JJ Timika OK 16,771,OOO 8,739,000



9. SATUAN BIAYA TAKSI PER.'ALANAN DINAS DALAM NEGERI

10. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID.19

NO PROVINSI TUJUAN SATUAN
TARIF SEI(ALI

JALAN

1 Aceh OK 123.OO0
2 Sumatera Utara OK 232.000
3 Riau OK 94,OOO
4 Kepulauan Riau OK 137,000
5 Jambi OK I47,000
6 Sumatera Barat OK 190.000

Sumatera Selatan OK 128,000
8 Lampung OK 167,000
9 Bengkulu OK 109,000
10 Bangka Belitung OK 90,000
1i Banten OK 446,OOO
l2 Jawa Barat OK 166.000
IJ D.K.I. Jakarta OK 256.000
t4 Jawa Tgngah OK 75,000
IJ Yograkarta OK 118.00C
IO Jawa Timur OK 194.00C
17 Ba]i OK 159,000
18 Nusa Tenggara Barat OK 231,000
19 Nusa Tenggara Timur OK 108,000
20 Kalimantan Barat OK 135,000
2I Kalimantan Tengah OK 111,000
22 Kalimantan Selatan OK 1s0,000
23 Ka-limantan Timur OK 450,000
24 Kalimantan Utara OK 102.000
25 Sulawesi Utara OK 138,000
26 Gorontalo OK 240,OOO
27 Sulawesi Barat OK 313,000
28 Sulawesi Selatan OK 145,000
29 Sulawesi Tengah OK 165,000
30 Sulawesi Tenggara OK 171,000
JI Maluku OK 240,000
32 Ma-luku Utara OK 215,000
33 Papua OK 431,000
?4 Panua Barat OK 182,000

NO JENIS PEMERIKSAAN SATUAN TARIF
1 Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID- 1 9 OK 900,000

'UBERNUR RIAU,

 svelrnsua
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